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WALIKOTA  TIDORE  KEPULAUAN 

 PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR    26  TAHUN 2012 

 

TENTANG  

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

Menimbang 
 

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2013; 

 

Mengingat : 1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4264); 
 

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);  
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor 125, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2008 Nomor 59, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);  
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan  dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4416 ) sebagaimana telah 
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12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 

 
14. 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan  dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4712); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4576); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4577); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 
 
 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.  
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.   

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.   

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang 
bersangkutan.   

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.    

10.  Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan.  

11.  Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi.  

12.  Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.  

13.  Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.  
14. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan 
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :  

1.  Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.   10.000.000.000,00 
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b.  Dana Perimbangan   Rp. 529.599.235.000,00 

c.  Lain-lain pendapatan yang sah Rp.   22.114.215.000,00 

  Jumlah Pendapatan Rp. 561.713.450.000,00 

2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung  

1. Belanja Pegawai     Rp.  260.200.081.500,00 

2. Belanja Bunga    Rp.                           0,00 

3. Belanja Subsisi    Rp.                           0,00 

4. Belanja Hibah    Rp.      5.685.000.000,00 

5. Belanja Bantuan sosial    Rp.      2.521.000.000,00 

6. Belanja Bagi Hasil    Rp.                           0,00 

7. Belanja Bantuan Keuangan   Rp.      9.289.491.000,00 

8. belanja Tidak terduga   Rp   2.000.000.000,00 

        Rp.  279.695.572.500.00 

b.  Belanja Langsung  

1. Belanja Pegawai    Rp.    28.178.767.400,00 

2. Belanja Barang dan Jasa  Rp.  123.106.023.884,00 

3. Belanja Modal    Rp.  131.733.086.216,00  

      Rp.  283.017.877.500.00 

    

   Jumlah Belanja            Rp  562.713.450.000,00 

   Surplus / (Defisit)  Rp.   (1.000.000.000,00) 

3. Pembiayaan 

 a. Penerimaan     Rp.    3.000.000.000,00 

 b. Pengeluaran     Rp.    2.000.000.000,00  

  Jumlah pembiayaan Netto  Rp     1.000.000.000,00 

  Sisa lebih pembiayaan   Rp.                         0.00 

Pasal 3 

http://jdih.tidorekota.go.id



Hal. | 6  
 

Uraian   penjabaran  APBD   sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal 2 tercantum 

dalam lampiran I Peraturan Walikota  ini. 

 

Pasal 4 

Penjabaran   APBD   sebagaimana  dimaksud   dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut  

dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 6 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini  

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.  

 

Pasal 7 

Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
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       Ditetapkan di Tidore 

               Pada tanggal 28 Desember 2012 

 

               WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

        Ttd 

          

                                                                  ACHMAD MAHIFA 

 

 

Diundangkan di Tidore 

pada tanggal  28 Desember  2012 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

       Ttd 

 

ANSAR HUSEN 

 

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012  NOMOR 231 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

ttd 

 

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si 

PEMBINA  TK. I 

NIP. 19660110 199211 2 001 
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